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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diperoleh 

kesimpulan penelitian sebagai berikut: 

1. Status hukum Rante sebagai tanah adat dari masyarakat adat suku Toraja 

adalah tanah milik persekutuan dari masyarakat adat suku Toraja. Rante 

memenuhi seluruh ciri-ciri dari hak persekutuan atas tanah, maka Rante 

dapat dikategorikan sebagai tanah adat dengan hak milik persekutuan di 

atasnya. Oleh karena itu, yang berhak atas Rante adalah keluarga dari 

Tongkonan sebagai persekutuan masyarakat adat. Sehubungan dengan 

pengertian status hukum, maka status hukum akan memberikan suatu hak 

kepada subjek hukum. Hak tersebut harus termuat di dalam peraturan 

perundang-undangan. Sehubungan dengan status hukum Rante, maka 

berdasarkan pada Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan 

Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, maka diketahui bahwa Rante 

sebagai tanah dengan hak persekutuan diakui di Indonesia sepanjang 

masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip 

Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-

Undang. Oleh karena itu masyarakat adat suku Toraja beserta Rante 
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sebagai tanah adatnya perlu mendapat perlindungan hukum yang baik 

dari Negara Indonesia. 

2. Perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap Rante sebagai salah 

satu wilayah Tongkonan yang berfungsi sebagai tempat pelaksanaan 

upacara Rambu Solo’ bagi masyarakat adat suku Toraja untuk mencegah 

terjadinya perbuatan yang melawan hukum yaitu dengan dilakukannya 

penatausahaan tanah adat berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan 

Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat 

Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Penatausahaan tanah adat ini dapat 

memenuhi unsur-unsur dari perlindungan hukum yaitu kepastian hukum, 

manfaat hukum, keadilan hukum dan jaminan hukum. Dengan adanya 

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara 

Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, akan 

memberikan kemudahan bagi masyarakat adat dalam mengontrol dan 

menjaga Rante sebagai tanah Tongkonan. Rante akan memiliki ukuran 

wilayah yang jelas dan terdaftar kepada Badan Pertanahan Nasional. 

3. Prosedur atau tata cara pemberian upaya perlindungan hukum terhadap 

Rante sebagai salah satu wilayah Tongkonan yang berfungsi sebagai 

tempat pelaksanaan upacara Rambu Solo bagi masyarakat adat suku 

Toraja pertama-tama melalui upaya perlindungan hukum preventif 
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dengan mendaftarkan Rante kepada Kantor Agraria dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan Nasonal Setempat untuk memperoleh Nomor 

Identifikasi Bidang atas Tanah berdasarkan Peraturan Menteri Agraria 

Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat 

Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Saat ini di Toraja terdapat banyak 

Rante yang belum memperoleh perlindungan hukum melalui Nomor 

Identifikasi Bidang atas Tanah sehingga beresiko terjadi sengketa hak 

atas tanah. Oleh karena itu, apabila terjadi sengketa hak atas tanah maka 

perlindungan hukum yang dibutuhkan bukan lagi perlindungan hukum 

preventif tetapi perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum 

represif dapat berasal dari pemerintah adat yang diterapkan melalui 

Kombongan dan Lembaga Adat Pendamai maupun dari pemerintah 

daerah yang terwujud melalui aparat penegak hukum. Akan tetapi, tidak 

semua perlindungan hukum represif yang diberikan oleh pemerintah adat 

berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan, walaupun telah dilakukan 

upaya perlindungan hukum represif melalui pemerintah adat, masih 

banyak juga masyarakat yang tidak setuju dengan keputusan-keputusan 

yang diambil dari pemerintah adat, sehingga beberapa diantaranya 

kemudian mengambil langkah lebih lanjut untuk menyelesaiakan perkara 

pada pengadilan. Apabila Perkara adat diselesaikan melalui pengadilan, 

maka putusan dari pemerintah desa hanya dapat digunakan sebagai bahan 
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pertimbangan hakim ataupun alat bukti. Jika Putusan pengadilan telah 

Berkekuatan Hukum Tetap (inkracht van gewijsde) dan memiliki 

kekuatan eksekutorial maka, masyarakat harus menaati dan menjalankan 

putusan tersebut dikarenakan Putusan pengadilan yang telah 

Berkekuatan Hukum Tetap (inkracht van gewijsde) telah menjadi hukum 

yang berlaku dan mengikat sehingga harus dipatuhi oleh para pihak. 

B. Saran 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada dan kesimpulan hasil 

penelitian, penulis merumuskan beberapa saran yang terdiri dari: 

1. Disarankan kepada Lembaga Legislatif agar dapat membuat produk 

hukum berupa Undang-Undang yang dapat melindungi dan 

menguatkan kedudukan Tanah Adat beserta dengan Masyarakat Adat 

dengan cara penerbitan sertifikat atas tanah dengan hak persekutuan 

sehingga, dapat menjamin hak-hak dari Masyarakat Adat. 

2. Disarankan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan 

Pertanahan Nasional sebagai Lembaga Eksekutif agar dapat berperan 

aktif dalam melakukan penatausahaan Tanah Adat yang meliputi 

pengukuran, pemetaan, dan pencatatan dalam daftar tanah, serta dengan 

memberikan sosialisasi dan arahan yang baik kepada masyarakat adat 

agar masyarakat adat mau untuk mendaftarkan tanah adatnya dalam 

daftar tanah. Dengan demikian dapat mewujudkan perlindungan dan 

pengakuan atas Tanah Ulayat dari Masyarakat Hukum Adat, serta 

dengan diperoleh pencatatan Tanah Adat tersebut dalam daftar tanah 
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agar tetap dapat mempertahankan dan melindungi eksistensi 

Masyarakat Hukum Adat. 

3. Disarankan Kepada Dinas Kebudayaan agar dapat berperan aktif dalam 

memperhatikan warisan-warisan budaya melalui inventarisir berbagai 

warisan tersebut sehingga eksistensi dari masyarakat adat tetap terjaga 

dan terlindungi. 

4. Disarankan kepada Tokoh-Tokoh Adat agar sesegera mungkin 

mengajukan Tanah Adat untuk didaftarkan berdasarkan Peraturan 

Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara 

Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, 

sehingga tanah adat dapat dicatatkan dalam daftar tanah agar 

masyarakat adat dapat memperoleh jaminan perlindungan hukum atas 

Tanah Adat yang dimilikinya. 

5. Disarankan kepada Masyarakat Hukum Adat agar dapat mendukung 

program-program pemerintah untuk memberi perlindungan kepada 

Tanah Adat khususnya untuk pendaftaran Tanah Adat berdasarkan 

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara 

Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, 

sehingga tanah adat dapat dicatatkan untuk melindungi hak-hak 

Masyarakat Hukum Adat. 
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6. Disarankan Kepada Peneliti yang melakukan penelitian mengenai 

Tanah Adat agar dapat melakukan penelitian lebih lanjut mengenai 

Rante sebagai Tanah Tongkonan dan upaya-upaya perlindungan 

terhadap Rante sehingga dapat memiliki daya guna bagi perkembangan 

ilmu pengetahuan. 
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